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BUPATI PIDIE,

bahwa dalam rangka sebagai pedoman dalam belanja daerah
sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Pidie Nomor 27 Tahun 2022 tentang Standar Biaya
Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2023;

bahwa dengan adanya beberapa penambahan komponen harga
satuan pokok kegiatan dan besaran standar biaya tahun
anggaran 2023, maka diperlukan penyesuaian atau pengaturan
yang lebih komprehensif mengenai standar biaya di Kabupaten
Pidie;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 27
Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie
Tahun Anggaran 2023.

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebgaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik  Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang
Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;



Menetapkan :
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 494);

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie

Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie
Tahun 2019 Nomor 101);

Peraturan Bupati Pidie Nomor 27 Tahun 2022 tentang Standar
Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2022 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TAHUN
ANGGARAN 2023.

Pasal |

Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie
Nomor 27 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintah
Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Pidie Tahun 2022 Nomor 27) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

)

)

4)

©)

Pasal 5

Standar biaya digunakan untuk pengujian tingkat kewajaran
usulan belanja daerah dalam proses penyusunan dan
pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2023.

Standar biaya merupakan acuan batas tertinggi dan estimasi
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten.

Standar biaya Bukan merupakan dasar dalam perhitungan
kerugian  Negara/Daerah  sesuai  ketentuan perundang-
undangan.

Standar biaya Bukan merupakan harga mutlak yang dijadikan
pedoman pengadaan barang dan jasa Pemerintah sesuai
ketentuan perundang-undangan.

Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie, yang rinciannya
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. i
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Standar biaya yang tercantum dalam lampiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) sudah termasuk pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber-sumber pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat
atau sumber lainnya yang telah mempunyai ketentuan standar
tersendiri dapat dicantumkan dalam dokumen anggaran dan
dapat mengabaikan ketentuan yang tercantum dalam daftar
lampiran peraturan ini.

Apabila standar biaya sebagaimana tercantum dalam daftar
lampiran peraturan ini tidak mampu mendukung pelaksanaan
program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran, maka
unit kerja dapat mengajukan usulan perubahan kepada Bupati
melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie.

Komponen-komponen standar biaya yang dibutuhkan untuk
pelaksanaan program dan kegiatan yang belum diatur dalam
daftar lampiran peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dalam
peraturan tersendiri.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di: Sigli
Pada tanggal : 31 Oktober 2023 M
i& Rabiul Akhir 1445 H

. BUPATI PIDIE,

WAHYUDI AD2ISWANTO

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal

Oktober 2023 M
't Rabiul Akhir 1445 H

Pit SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023 NOMOR 29



